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Simalungun (SIB) Kabupaten Simalungun memperoleh alokasi anggaran untuk 

Dana Desa (DD) sebesar Rp296.800.840.000,00 dari pemerintah pusat di tahun ini. 

Adapun prioritas penggunaan DD di antaranya untuk jaring pengaman sosial seperti 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), padat karya tunai, pengembangan potensi desa melalui 

Badan Usaha Nagori (BUMNag).       

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) 

Kabupaten Simalungun Sarimuda Purba menyampaikan hal tersebut kepada wartawan 

melalui telepon selulernya, Jumat (29/1). Guna mempercepat proses pencairan DD tahap 

pertama, pihaknya telah mengundang para pangulu nagori baru-baru ini untuk 

mengikuti rapat koordinasi.   

Saat Rakor tersebut dianya juga menyampaikan kepada para kepala desa segera 

menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Dana 

Desa Tahun 2021, karena syarat pencairan anggaran DD dilakukan bilamana                

masing-masing pangulu telah menyiapkan RAPBDes dan menyerahkannya ke DPMPN. 

        

Sumber Berita: 
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2. https://www.mistar.id/simalungun/blt-dana-desa-diperpanjang-sampai-desember-

2021-begini-syarat-penerima/ tanggal 13 Januari 2021. 
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Catatan:  

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 1 angka1 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 21 

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 73 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaterdiri atas bagian pendapatan, 

belanja,dan pembiayaan Desa.  

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala 

Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desan.  

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap 

tahun dengan Peraturan Desa. 

 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  

Pasal 1 angka 1 dan 9 

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah 

bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 

 

 



 

9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

Pasal 90 

(1)Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. 

(2)Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3)Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai 

oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(4)Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan 

disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten/kota. 

(5)Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Pasal 91 

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan 

penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 

 

Pasal 92 

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan 

bendahara Desa. 

 

Pasal 93 

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pelaksanaan; 

c. penatausahaan; 

d. pelaporan; dan 

e. pertanggungjawaban. 

(2)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



(3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa. 

 

Pasal 94 

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

Pasal 95 

(1)Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan 

belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 

(2)Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 97 

(1)Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota. 

(2)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; 

dan 

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 

penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. 

(3)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 

kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. 

(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan 

bupati/walikota. 

 

Pasal 98 

(1)Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota kepada Desa. 



(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum 

dan khusus. 

(3)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima 

bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di 

Desa. 

(4)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 

bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Pasal 99 

(1)Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap. 

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota. 

(3)Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 100 ayat (1) dan (2) 

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: 

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa digunakan untuk: 

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 

2. operasional pemerintahan Desa; 

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

(2)Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar 

pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 

lain. 



 

Pasal 101 

(1)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan. 

(2)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat 

atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.  

(3)Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa 

tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.  

(4)Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 102 

(1)Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.  

(2)Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan 

retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  

(3)Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon 

anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan 

rakyat daerah.  

(4)Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. 

 


